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LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pemerintah Kabupaten Bekasi Inspektorat Daerah Komplek Perkantoran
Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
04 Januari 2023

Seiring dengan upaya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan Kabupaten Bekasi,
Inspektorat Daerah yang berlokasi di Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi, Desa Sukamabhi,
Kecamatan Cikarang Pusat, telah melaksanakan berbagai inisiatif pada tanggal 04 Januari 2023. Dalam
laporan ini, kami menyajikan informasi komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang
diambil untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Tujuan
utama dari upaya ini adalah untuk memastikan efektivitas organisasi pemerintah daerah dan
memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.
Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga pada
penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, menciptakan dasar yang kokoh untuk

kemajuan berkelanjutan di masa depan.

Susunan Acara Keterangan

Kegiatan Tujuan Memperluas dan mengembangkan pemahaman atau ilmu
dalam bidang Manajemen Risiko.

1. Pembukaan
2. Doa
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Kata Sambutan :
a. Dr. H. Sutisna, M.M., CGCAE — Plt Inspektur Daerah
b. Hj. Agustini Sri Wahyuni, M.Pd — Sekretaris
Inspektorat
c. Dr. M. L. Denny Tewu, SE., MM- Kaprodi MM UKI
. Acara Inti (Presentasi Materi) dan Pre-test
Post-test
7. Penutupan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten
yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya
dalam melakukan terobosan mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi secara terus-
menerus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Seiring
perkembangan Kabupaten Bekasi yang terus membangun untuk mewujudkan tujuan dalam
Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi di antaranya :

1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah; dan
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Tujuan daerah yang salah satunya adalah peningkatan
perekonomian daerah diejawantahkan dengan ditetapkannya salah satu sasaran daerah
yakni meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi
Birokrasi. Strategi yang ditetapkan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
adalah salah satunya melalui peningkatan Maturitas (kematangan) Penyelenggaraan SPIP
oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah merupakan amanat dari
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat guna
mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Good governance yang efektif
membutuhkan keselarasan yang baik dengan pencapaian integritas, profesionalisme, etos
kerja serta moral yang tinggi. Pentingnya penerapan prinsip good governance sebagai
strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara
(ASN) dituntut mampu meningkatkan kinerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan memenuhi nilai-nilai integritas. Intisari dari good
governance adalah terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien serta akuntabel dalam
melayani masyarakat.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian strategis dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah melalui prinsip good governance pada salah
satu Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Perangkat Daerah
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk
tulisan artikel yang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:
Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi”.



Mengingat luasnya aspek peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan keterbatasan penulis untuk memahami seluruh aspek
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis
membatasi lingkup pembahasan mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan di
antaranya mengenai implementasi manajemen risiko dan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

1.2 Permasalahan Mitra

Rencana kegiatan PKM ini akan dilaksanakan secara tatap muka yang belokasi di
Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan
Laut Jawa di Utara, Kabupaten Bogor di Selatan, Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi di
Barat dan Kabupaten Karawang di Timur. Dari data yang diperoleh, kondisi eksisting
penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Bekasi belum mencapai level 3 yakni
pengendalian satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah telah terdokumentasi dengan
baik. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya adalah mengenai pemenuhan unsur
penilaian risiko yakni implementasi manejemen risiko yang belum berjalan secara optimal.



BAB 11
PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah terkait dengan
implementasi dari manajemen risiko yang menjadi mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berbunyi “Pimpinan intansi pemerintah wajib
melakukan penilaian risiko”. Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, tentunya
diperlukan pemahaman secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini
diperlukan oleh perangkat daerah yang mendukung penerapan manajemen risiko agar
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan secara efektif dalam
mendukung tercapainya kinerja perangkat daerah yang dapat berkontribusi terhadap
pencapaian pembangunan daerah.

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapat Predikat Level 2 untuk
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Target Kinerja Maturitas
SPIP Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah Level 3 yakni pengendalian satuan kerja di
lingkungan pemerintah daerah telah terdokumentasi dengan baik. Area Perbaikan yang
memerlukan banyak perbaikan yang harus ditindaklanjuti adalah mengenai manajemen
risiko. Manajemen risiko belum secara menyeluruh dipahami oleh Perangkat Daerah di
Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan. Sosialisasi dan Pelatihan telah dilaksanakan
pada Tahun 2023 baru hanya pada Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas/Badan belum
menyentuh pada Kecamatan.

2.2 Solusi Permasalahan

Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berfokus pada Perangkat
Daerah khususnya Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM
diselenggarakan dengan pemberian materi dan simulasi mengenai penyusunan register
risiko sampai dengan rencana tindak mitigasi yang diperlukan kepada peserta, dalam hal
ini pejabat struktural Kecamatan. Kecamatan, dalam hal ini sebagai peserta pada kegiatan
ini, diharapkan mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan
implementasi manajemen risiko dengan tujuan agar Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah berjalan secara efektif di lingkungan Kecamatan Bekasi.

Implikasi dari solusi permasalahan yang ditawarkan diharapkan hasil dari PKM ini
menjadi bentuk inisiasi bagi Kecamatan untuk tidak hanya memahami substansi dari
manajemen risiko tetapi juga ke depannya mengimplementasikan manajemen risiko secara
kontinu khususnya dalam menangani risiko yang dihadapi oleh Kecamatan untuk memberi
kontribusi dalam Pembangunan Daerah melalui perbaikan layanan kepada masyarakat oleh
Kecamatan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Metode pemecahan masalah
yang ditawarkan dijabarkan dalam Bab IIl pada Laporan Penyelenggaraan Pengabdian
Kepada Masyarakat (PKM) ini



BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1 Persoalan yang dihadapi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan uraian permasalahan pada Bab II, Tim Pengabdian kepada
Masyarakat berupaya merumuskan metode yang tepat untuk penyelenggaraan PKM
dalam menangani persoalan yang dihadapi yakni belum optimalnya penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah yang disebabkan oleh belum berjalannya
implementasi manajemen risiko. Pasalnya, implementasi manajemen risiko tidak hanya
diperlukan diperlukan untuk diimplementasikan oleh sebagian perangkat daerah tetapi
juga menjadi aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjadi
lingkup pemerintah daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008.

3.2 Persoalan yang ingin diselesaikan melalui Penyelenggaraan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ditujukan untuk menangani
persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan memberikan pemahaman
komprehensif kepada peserta, dalam hal ini Kecamatan, dalam menerapkan manajemen
risiko secara efektif di lingkungan Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan hasil yang
diharapkan peserta mampu :

1. Memahami konsep manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah;

2. Memahami keterkaitan implementasi manajemen risiko terhadap penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah;

3. Menyusun register risiko sesuai dengan konteks yang ditetapkan berdasarkan
karakteristik lingkungan pengendalian;

4. Menyusun peta risiko berdasarkan hasil identifikasi risiko, penilaian risiko dan analisis
risiko yang telah dilakukan;

5. Merumuskan rencana tindak pengendalian yang akan diterapkan;
6. Menjadikan dokumen manajemen risiko sebagai pedoman dalam merumuskan aktivitas
yang akan dijalankan.
3.3 Metode pendekatan yang dilakukan

Metode yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan ini adalah dengan
melakukan beberapa metode. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Metode Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori-teori dan konsep dasar
yang harus dimiliki dalam menerapkan manajemen risiko dan menyelenggarakan
sistem pengendalian intern pemerintah. Sehingga, peserta, dalam hal ini Kecamatan,



dapat memahami bagaimana manajemen risiko seharusnya dijalankan dan
implikasinya terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

. Metode Demontrasi

Metode ini dilakukan sebagai tahap pelatihan pada kegiatan ini. Dengan adanya
demonstrasi/simulasi secara nyata oleh tim PKM dengan tujuan agar peserta dapat
mengamati secara nyata dan mengerti teknik yang dibutuhkan dalam menyusun
manajemen risiko. Metode demonstrasi ini dilakukan dengan memberikan contoh
penyusunan manajemen risiko sebelum dilakukan metode berikutnya yaitu
latihan/simulasi yang dilakukan oleh setiap peserta.

Metode Latihan/Praktik

Metode Latihan/Praktik dilakukan untuk memberikan pemahaman secara
langsung dengan cara menyusun manajemen risiko di lokasi penyelenggaraan PKM.
Metode ini dimaksudkan sebagai bentuk aktualisasi dari teori dan konsep dasar yang
telah disampaikan, serta demonstrasi yang telah ditunjukkan kepada peserta.

3.4 Prosedur Kerja

Penyelenggaraan PKM ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Universitas

Kristen Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM akan dilaksanakan pada
hari Kamis, 4 Januari 2024, Pukul 08.30 WIB — selesai secara luring di Kantor
Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

3.5 Rencana Kegiatan

a.

Memberikan pemahaman teori dan konsep dasar manajemen risiko dan sistem
pengendalian intern pemerintah;

Melakukan demonstrasi penyusunan manajemen risiko;

Melaksanakan pendampingan penyusunan manajemen risiko melalui latihan/praktik
langsung oleh Peserta;

Membuka ruang konsultansi terhadap implementasi manajemen risiko;

Melakukan pengukuran terhadap pemahaman peserta terhadap manajemen risiko dan
sistem pengendalian intern pemerintah dengan memberikan pre-test dan post test
kepada peserta.



3.6 Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam mendukung PKM ini adalah dengan menyediakan tempat untuk
menyelenggarakan PKM dan mengundang Kecamatan sebagai peserta pada agenda PKM
yang diselenggarakan. Mitra mengundang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan Kecamatan.



BAB IV
HASIL PELAKSANAAN

4.1 Peserta Undangan

Target peserta adalah perwakilan dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Bekasi
dengan turut mengundang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Kecamatan, hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran Sekretaris
Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan dalam
mengoordinasikan hasil dari Pelatihan Manajemen Risiko dan SPIP di Kecamatan.
Berdasarkan daftar hadir terdapat 74 orang Peserta dan turut dihadiri oleh Inspektur Daerah,
Sekretaris Inspektorat dan salah satu mahasiswa yang juga merupakan Auditor di
Inspektorat Daerah pada Acara Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di
Ruang Rapat Lantai 2 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Kecamatan sebanyak 67 orang perwakilan dari 23 Kecamatan; dan

2. Mahasiswa UKI sebanyak 7 orang

4.2 Hasil Pretest

Pre-test dilakukan untuk mengetahui gambaran awal Pemahaman Peserta terhadap
Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi dengan memberikan 10 soal mengenai
Manajemen Risiko dan SPIP. Adapun hasil pre-test dengan total nilai sebesar 153 dari 46
yang mengikuti pre-test secara rata-rata mendapat Skor sebesar 3,33 dari 10 dengan rincian
hasil pre-test sebagai berikut :
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4.3 Hasil Post-Test

Post-test dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan Pemahaman Peserta terhadap
Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan
Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola



Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan
Kabupaten Bekasi” dengan memberikan 10 soal mengenai Manajemen Risiko dan SPIP
Terintegrasi. Adapun hasil post-test dengan total nilai sebesar 219 dari 40 yang mengikuti
post-test secara rata-rata mendapat Skor sebesar 5,47 dari 10 dengan rincian hasil post-test
sebagai berikut :

Post-test
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4.4 Pemberian Sertifikat

Jumlah Peserta

Sertifikat diberikan kepada Peserta dan Narasumber sebagai bentuk apresiasi dalam
membantu terselenggaranya pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema
“Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem
Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi” yang diselenggarakan di Kantor
Pemerintah Kabupaten Bekasi Ruang Rapat Inspektorat Daerah Lantai 2 dengan contoh
sebagai berikut :

Sertifikat Narasumber

@

DIBERIKAN KEPADA

LGy

X

Atas Partisipasinya Sebagai NARASUMBER dalam acara Pengabdian Kepada
Masyarakat (PKM) Program Studi Magister Manajemen Universtas Kristen
Indonesia 04 Januari 2024 dengan Tema : Strategi Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di

Kecamatan Kabupaten Bekasi
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Sertifikat Peserta
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Atas Partisipasinya Sebagai PESERTA dalam acara Pengabdian Kepada
Masyarakat (PKM) Program Studi Magister Manajemen Universtas Kristen
Indonesia 04 Januari 2024 dengan Tema : Strategi Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di

Kecamatan Kabupaten Bekasi

J
M.M., CGCAE 4+
A

4.5 Dukungan Mitra pada Saat Pelaksanaan

Penyelenggaraan Kegiatan ini didukung penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi
sebagai Mitra Utama dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema
“Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem
Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi” dan PT Klase Auto Rental (KAR)
sebagai Mitra Pendukung yang secara penuh membantu Tim dalam pendanaan
penyelenggaran Pengabdian kepada Masyarakat.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten
Bekasi” telah berhasil diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dihadiri oleh 67 orang Peserta yang merupakan
perwakilan dari 23 Kecamatan dengan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pegawai dari Kecamatan;

2. PkM yang diselenggarakan meliputi Pre-test, Pemberian Materi Manajemen Risiko dan
SPIP Terintegrasi, Post Test dan Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Peserta;

3. Terdapat peningkatan pemahaman oleh peserta yang hadir dengan ditunjukkan rata-rata
pre-test dan post-test yang meningkat dari semula 3,33 menjadi 5,47;

4. PkM ini merupakan kontribusi semua pihak meliputi Tim PkM UKI sebagai pengusul
PkM, Inspektorat Daerah sebagai Mitra Utama dan PT Klase Auto Rental (KAR)
sebagai Mitra Pendukung.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat kami sampaikan untuk masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Universitas Kristen Indonesia
- Memperbanyak program yang melibatkan mahasiswa untuk berkontribusi dan
berperan serta terhadap masyarakat;
- Mengusulkan lebih banyak tema Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan
bidang yang menjadi fokus mahasiswa;
-  Mendukung penuh mahasiswa dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada
Masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Bekasi
Pengabdian kepada Masyarakat hanya sebagai bentuk inisiasi, agar dapat dilakukan
pendampingan lebih lanjut kepada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan untuk
mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam mendukung peningkatan maturitas
SPIP Terintegrasi di Kabupaten Bekasi.

3. Mahasiswa UKI
PkM hanya sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan soft skill yang di masa
mendatang diperlukan khususnya tentang bagaimana bekerja sama dan membangun tim
secara solid untuk mencapai tujuan organisasi.

Jakarta, Januari 2023

. M. L¥ Denny Tewu, MM
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